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Sinopsis

 Fakultas Hukum Unika Atma Jaya melalui Laboratorium Hukum, mengadakan Seminar 
Nasional “Hasil Peneliian Bidang Hukum” yang merupakan suatu kegiatan untuk saling 
memberikan informasi dan berbagi ilmu khususnya di bidang hukum. Kegiatan ini diadakan 
dengan mengundang (Call for Paper) berbagai Fakultas Hukum di Indonesia, dimana Dosen 
saling mempresentasikan hasil peneliiannya yang dilakukan selama dua tahun terakhir yaitu 
tahun 2019 dan 2020. Seminar Nasional ini diadakan selama 2 hari yaitu pada tanggal 27 dan 28 
April 2021 dari Pukul 9.00 s/d 14.00. 

Pemakalah dalam seminar nasional ini berasal dari berbagai Fakultas Hukum yaitu:

1. Fakultas Hukum Unika Atma Jaya Jakarta
2. Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung
3. Fakultas Hukum Unika Soegijapranata Semarang
4. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
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6. Fakultas Hukum Universitas De la Salle Manado
7. Fakultas Hukum Unika Darma Cendika Surabaya
8. Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya

Seminar dilaksanakan  secara online yaitu melalui Zoom, dan peserta dibagi dalam 
dua bagian yaitu peserta pemakalah dan peserta pendengar yang terdiri dari Dosen dan 
mahasiswa sebanyak 98 orang. Untuk peserta yang mempresentasikan makalahnya ada 20 
orang, dimana ada 3 makalah peneliian yang peneliiannya dilakukan oleh 2 orang termasuk 
2 makalah disampaikan oleh Dosen dan mahasiswa. Dari 18 pemakalah yang ada, 4 makalah 
atau paper masuk dalam Jurnal Fakultas Hukum Unika Atma Jaya yaitu Jurnal Paradigma Hukum 
Pembangunan, sedangkan 3 orang menyatakan idak bersedia untuk dipublikasikan, sehingga 
yang masuk dalam Prosiding adalah 11 makalah.

Seminar ini diharapkan dapat memberikan moivasi baik bagi Dosen maupun mahasiswa 
untuk melakukan peneliian, dan dapat memberikan inspirasi untuk melakukan peneliian 
lanjutan dari apa yang sudah ditelii. Tahun 2022 diharapkan akan dilanjutkan untuk melakukan 
seminar yang sama untuk hasil peneliian yang berbeda.





PANCASILA DAN NEGARA  KESEJAHTERAAN

Nany Suryawai1

Abstract

Insight of the Archiepelago is an Indonesia Naional prespecive which means the 

Indonesiam Naional prespecive based on Pancasila and the 1945 Constuion 

of the Republic of Indonesia regarding its archipelago and the develpoment 

within that territory. The iniial concept of the archipelago insight was upgraded 

to a naional insight, namely the insight used to achieve the naional goals 

set out in the Preamble to the 1945 Consituion. Paying atenion to  the 

geographic posiion of Indonesia,which is located between two coninents (Asia 

and Australia) and two samudra (Paciic and Indian), to mainian the existence 

and independence of the Republic of Indonesia, the Concept of Archipelago 

and Naional Resileince was developed. The goal to be achieved is the welfare 

othe people, threrfore planning is needed in the implementaion of economic 

aciviies through theeconomic system and the main element is ideology nmely 

Pancasila, so that it is called Pancasila Economic System ( SEP).  This system 

prioriizes mutual prosperity not theprosperity of individuals (individuals), 

threfore iis necessary to have the independence of the Naions to ensure the 

sustainability of the realzaion of public welfare. The thinking is based on the 

theory of jusice and the theory of welfare  as well as the Pancasila Economis 

System. In addiion, a suicieny philosphical study is included on various theories 

about Indonesian people, theories about kindship understanding, and economic 

theories that support Pancasila Econmic System (SEP). The study isto provide 

a single discourse in determining a strategy to guarantee the sustainability 

of aciviies aimed at realizing the general welfare of people, especially the 

Indonesian people. However, it should be noted that poliical decisions also 

afect SEP because poliical decisions are a form of poliical paricipaion 

to protect various economic interests. Without poliical inluence, it will be 

diicult to block economic policies  without interference. Therefore, economic 

1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya
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development through the Pancasila Economic System (SEP),  based on the 

concept of archipelago insight and naional resilience needs to be implemented 

immediately in order to realize Indonesia’s Economic Independence.

Keywords: Welfare, Pancasila Economic System (SEP), Archipelago Insight, 

Naional Resilience.

Abstrak

Wawasan Nusantara adalah wawasan nasional Indonesia, yang berari : cara 

pandang bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 mengenai 

wilayah kepulauannya dan pembangunan di dalam wilayahnya itu; Konsep 

awal Wawasan Nusantara diingkatkan menjadi Wawasan Nasional, yaitu : 

Wawasan yag dipergunakan untuk mencapai tujuan nasional yang termaktub 

dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Memperhaikan posisi geograis Indonesia 

yang berada diantara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudra ( 

Pasiik dan Indonesia), maka untuk menjaga eksistensi dan kemandirian NKRI, 

dikembangkan konsep Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional ini. Tujuan 

yang hendak dicapai adalah kesejahteraan rakyat, oleh karena itu diperlukan 

perencanaan dalam penyelenggaraan kegiatan ekonomi melalui sistem ekonomi 

dengan unsur pokoknya adalah ideologi, yakni : Pancasila, sehingga disebut 

: Sistem Ekonomi Pancasila (SEP). Sistem ini mengutamakan kemakmuran 

bersama bukan kemakmuran orang perorang (individu), untuk itu diperlukan 

kemandirian bangsa guna menjamin keberlanjutan terwujudnya kesejahteraan 

umum. Pemikiran ini berdasarkan pada Teori Keadilan dan Teori Kesejahteraan, 

serta Sistem Ekonomi Pancasila. Di samping itu, disertakan kajian yang cukup 

mendalam atas berbagai teori tentang manusia Indonesia, teori tentang paham 

kekeluargaan, dan teori ekonomi yang menunjang Sistem Ekonomi Pancasila. 

Pengkajian ini untuk memberikan suatu wacana dalam menetapkan strategi yang 

menjamin keberlanjutan kegiatan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan 

umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Gagasan Sistem Ekonomi Pancasila ini 

perlu dikembangkan lebih lanjut agar dapat menjadi suatu gagasan keilmuan 

yang lebih sahih dan konkret, serta memiliki nilai manfaat bagi kesejahteraan 

umat manusia khususnya rakyat Indonesia.  Akan tetapi perlu dicermai, 

bahwa keputusan poliik juga mempengaruhi SEP, karena keputusan poliik 
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yang mendukung keputusan ekonomi, merupakan bentuk parisipasi poliik 

untuk melindungi berbagai kepeningan ekonomi. Tanpa ada pengaruh poliik, 

akan sulit  menjalankan kebijakan ekonomi tanpa gangguan. Oleh karena itu, 

pembangunan ekonomi melalui Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) berdasarkan  

konsep Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional perlu segera dilaksanakan 

demi mewujudkan kemandirian ekonomi Indonesia.

Kata Kunci: Kesejahteraan; Sistem Ekonomi Pancasila (SEP); Wawasan 

Nusantara, Ketahanan Nasional.

A. Pendahuluan

Walaupun Pancasila secara 

inheren merupakan bagian yang 

tak terpisahkan dari Pembukaan 

Undang Undang Dasar 1945, 

pembahasannya dilakukan secara 

tersendiri, karena Pancasila 

mempunyai kedudukan sebagai 

dasar negara, landasan ilsafat 

negara, dan ideologi negara, 

Pancasila juga memuat nilai-nilai 

yang bersifat khas dari bangsa 

Indonesia, dalam kaitannya dengan 

gagasan negara kesejahteraan. 

Gagasan Negara Kseejahteraan ini 

berdasarkan prinsip persamaan 

kesempatan, prinsip distribusi 

kemakmuran secara wajar dan 

prinsip tanggung jawab publik 

terhadap mereka yang idak/

belum mampu memenuhi 

persyaratan minimum untuk hidup 

sejahtera. Memahami Pancasila an 

kaitanya dengan gagasan negara 

kesejahteraan, harus kita mulai 

dari pidato Presiden Soekarno pada 

tnngal 01 Juni 1945 di hadapan sidang 

BPUPKI, yang menekankan pada 

keinginan untuk hidup sejahtera 

dan aman, sebagai tujuan bersama, 

yaitu mencapai kesejahteraan. 

Menurut alam pemikiran Pancasila, 

nilai keTuhanan, nilai kemanusiaan, 

nilai dan cita kebangsaan, serta 

demokrasi permusyawaratan itu 

memperoleh kepenuhan arinya 

sejauh dapat mewujudkan keadilan 

sosial. Pemenuhan kebutuhan 

jasmani dan rohani memerlukan 

keseimbangan dan peran manusia 

sebagai makhluk sosial dan sebagai 

warga negara, juga memerlukan 

keseimbangan antara pemenuhan 

hak sipil dan poliik, ekonomi, 

sosial dan budaya. Kesenjangan 

sosial, kompetsisi ekonomi harus 

di arahkan ke kompeisi yang 

kooperaif berlandaskan asas 
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kekeluargaan, sehingga keadilan 

sosial dapat diwujudkan, dengan 

peran serta para pelaku ekonomi 

untuk mengembangkan semnagat 

kekeluargaan. Menurut Suprapto 

dalam buku I D.G. Palguna2  jika 

kita hendak memahami hakikat 

Pancasila, maka kita harus 

memahami konsep, prinsip, dan 

nilai yang terkandung di dalamnya. 

Memperhaikan peran negara 

dalam mewujudkan kesejahteraan 

umum dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa sebagaimana 

yang termaktub dalam Alinea IV  

Pembukaan Undang Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia 1945 

( UUD NRI 1945), maka secara 

normaif dituangkan dalam pasal-

pasal dalam UUD NRI 1945 Pasal 

33 UUD NRI 1945, telah ditegaskan 

tentang asas kekeluargaan yang 

tetap dipegang teguh oleh Negara 

Indonesia, yang diarahkan kepada 

prinsip ekonomi demokrasi, 

walaupun idak serta merta 

menolak prinsip ekonomi pasar. 

Oleh karena itu, penyelenggaraan 

perekonomian nasional didasarkan 

pada demokrasi ekonomi,  yang 

juga harus memperhaikan 

2 I D.G. Palguna, 2019, Welfare State vs 
Globalisasi,Gagasan Negara Kesejahteraan 
di Indonesia, Jakarta, PT RajaGraindo, h.148.

keberlanjutan, kemandirian dan 

kesatuan ekonomi nasional. Ada 

dua alasan utama munculnya 

paham negara kesejahteraan, yaitu : 

alasan ekonomis dan poliis. Secara 

ekonomi, negara kesejahteraan 

dalam kehidupan ekonomi modern, 

ketergantungan manusia pada 

pemilik pekerjaan, menyebabkan 

kondisi ekonomi manusia pekerja 

ini, sangat bertolak belakang 

dengan jaman sebelumnya, pada 

waktu kebanykan manusia menjadi 

pekerja pada pekerjaannya sendiri, 

misalnya : sebagai petani, pengrajin, 

pelaut/nelayan,  serta pedagang. 

Perubahan kondisi ini disebabkan 

karena terjadi peningkatan 

konsentrasi penduduk di kota besar 

daripada di desa, ingkat mobilitas 

yang inggi, sehingga manusia 

harus berada di lingkungan baru, 

yang penuh dengan kompeisi, dan 

imbulnya kesadaran poliik akan 

hak sebagai manusia atas kehidupan 

yang layak dalam segala hal. Negara 

Kesejahteraan memberikan peluang 

kepada perubahan-perubahan 

kehidupan ekonomi jangka panjang, 

dan pada saat suatu masyarakat 

memasuki jaman industrialisasi 

yang berskala besar, maka bentuk 

negara kesejahteraan mulai 
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berlaku dan tampak. Dampak 

lain dari perubahan ini, adalah 

manusia diberi kesempatan untuk 

melakukan pekerjaan yang sesuai 

dengan kehendaknya, dan juga 

idak boleh dipaksa meninggalkan 

tempat kediamanatau domisili, 

demi suatu pekerjaan, demi untuk 

menghidupi keluarganya, sehingga 

peran Negara sangat diperlukan 

untuk memberikan penghidupan 

yang layak bagi warga nya. Pada 

masa awal, program jaminan 

kesejahteraan sosial masih tampak, 

melalui perlindungan di tempat 

kerja buat yang bekerja, akan tetapi 

idak ada perlindungan terhadap 

mereka yang idak mampu bekerja. 

Perlindungan terhadap orang yang 

bekerja, antara lain dengan  asuransi 

kelompok atau orang-perorangan, 

dan bagi orang yang idak mampu 

bekerja, dengan program bantuan 

sosial. Meskipun idak dinyatakan 

secara eksplisit dalam UUD NRI 

195, bahwa Indonesia adalah 

negara kesejahteraan, namun 

dengan adanya Putusan Mahkamah 

Konsitusi yang telah menafsirkan 

Pasal 33 UUD NRI 1945 yang 

terkait cabang-cabang produksi  

yang menguasai hajat hidup 

orang banyak, dan perekonomian 

nasional, maka meneguhkan 

negara Indonesia sebagai negara 

kesejahteraan, oleh karena itu, 

sehingga konsitusi Indonesia 

merupakan konsitusi ekonomi 

sekaligus sebagai konsitusi sosial. 

Permasalahannya adalah strategi 

pelaksanaan program-program 

layanan pemenuhan kesejahteraan 

sosial (social welfare delivery / social 

services). Untuk lebih meyakinkan 

bahwa UUD NRI 1945 adalah benar-

benar konsitusi yang menghadirkan 

cita-cita negara kesejahteraan, 

maka SEP merupakan suatu 

instrumen untuk mewujudkan cita-

cita tersebut.

A.1. Metodologi

Kajian Pancasila dan Negara 

Kesejahteraan ini dengan 

mencermai konsitusi Negara 

Indonesia, keadaan geograi 

Indonesia, dan perkembangan 

ekonomi yang merata, maka kajian 

ini menggunakan metode yuridis 

sosiologis. Berdasarkan konsitusi 

yang mencerminkan cita-cita Negara 

Kesejahteraan, maka perkembangan 

perekonomian juga memperhaikan 

kehidupan sosial masyarakat 

daerah yang berbeda-beda, akan 

tetapi kehidupan perekonomian 
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di seluruh wilayah Nusantara 

merupakan satu kesatuan ekonomi 

yang diselenggarakan berdasarkan 

asas kekeluargaan demi mencapai 

cita-cita negara dalam Sila ke lima 

Pancasila.

B. Pembahasan

B.1. Negara Kesejahteraan

Perkembangan paham Negara 

Kesejahteraan dan implementasinya 

di berbagai negara, berbeda-

beda, ada negara kesejahteraan 

dengan rezim liberal, negara  

kesejahteraan dengan rezim sosial 

demokrais, dan juga ada negara 

dengan rezim konsrevaif. Negara 

kesejahteraan dengan rezim liberal, 

ini di anut oleh negara-negara Anglo 

Saxon, dengan Welfare State nya, 

yang memperkecil peran negara, 

dengan memajukan mekanisme 

pasar untuk kesejahteraan 

warganya, mendukung pasar melalui 

jaminan dan subsidi minimum  

melalui skema kesejahteraan 

swasta; sedangkan negara 

kesejahteraan dengan konsep sosial 

demokrais, menggunakan prinsip 

egalitarianisme untuk mewujudkan 

kesejahteraan  warga secara 

menyeluruh, yang didukung dengan 

kebijakan-kebijakan publiknya yang 

melipui semua bidang kehidupan 

warganya, dengan menutup pasar 

swasta. Negara kesejahteraan 

dengan rezim konservaif, dikuasai 

oleh peran gereja dan keluarga, 

melalui layanan sosial oleh 

organisasi-organisasi keagamaan, 

di semua bidang kehidupan 

warganya. Keiga paham Negara 

Kesejahteraan dan implementasi 

nya ini, didasarkan pada model 

pembangunan iap negara berbeda,  

sebagaimana yang dikatakan oleh 

Spicker dalam buku I D.G. Palguna 3 : 

“ the patern of development has not 

been the same in every country, and 

in some developing ang recentlyy 

developed naions there has been 

a conscious and delibrate atempt 

to emulate the welfare states by 

the introducion of stste-sponsored 

secheme “

B.2. Demokrasi dan Ekonomi

Demokrasi adalah pemerintahan 

dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk 

rakyat. Masyarakat membutuhkan 

alam demokrasi, agar supaya 

kondisi tata kehidupan yang baik 

dan mengutamakan keutuhan 

masyarakat dapat terujud, tanpa 

3  Ibid. h.31.
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adanya perlakuan yang otoriter. 

Melalui tata demokrasi yang baik, 

diharapkan perekonomian dapat 

mengalami perubahan yang menuju 

pada kemajuan dari pembangunan 

ekonomi dengan adanya stabiitas 

poliik dan keamanan yang diawali 

dengan perganian elit pemerintahan 

melalui pemilihan yang jujur dan 

adil, karena keputusan yang dibuat, 

berdasarkan konsep demokrasi 

dan pola pikir yang demokrais. 

Keputusan yang demokrais ini 

dilakukan langsung oleh masyarakat 

yang berkepeningan dan/atau 

oleh perwakilan rakyat yang telah 

ditetapkan. Pasal 33 UUD NRI 1945 

menetapkan bahwa penggunaan 

seluruh potensi alam Indonesia 

adalah untuk memberikan 

kemakmuran yang maksimal 

kepada rakyat, di samping itu juga 

ada sisim jaminan sosial sebagai 

suatu instrumen yang efekif 

untuk mengurangi keimpangan 

ekonomi, khususnya bagi kelompok 

masyarakat yang miskin dan rentan. 

Ada hubungan yang erat antara 

demokrasi dan poliik, terutama di 

dalam negara berkembang, yang 

berada dalam tahap perjuangan 

untuk menegakkan demokrasi., 

dengan adanya kekuatan partai 

poliik yang mempengaruhi 

keadaan, terutama yang 

memenangkan pemilihan umum. 

Hal ini menyebabkan terdorongnya 

kelompok yang bergabung pada 

partai poliik ini memanfaatkan 

pengaruh poliik nya untuk berusaha 

meraih kemakmuran ekonomi 

kelompok nya, tanpa adanya 

pemahaman tentang demokrasi 

yang mendalam,  sehingga 

pembangunan dan pertumbuhan 

ekonomi berlangsung secara idak 

professional. Hal ini menyebabkan 

kemacetan atau berheninya proses 

demokrasi. 

B.3. Wawasan Nusantara

Letak geograis Indonesia berada di 

antara dua samudra yaitu Samudra 

Pasiik dan Samudra Hindia, 

dan berada di antar dua benua, 

Benua Asia dan Benua Australia. 

Perwujudan wilayah Nusantara 

ini menyatu dalam kesatuan 

poliik, ekonmi, sosial-budaya, dan 

pertahanan keamanan. Berdasarkan 

letak geograis ini, maka asas 

keterpaduan semua aspek 

kehidupan nasional haruslah utuh 

dan manunggal, karena melipui 

satu kesatuan wilayah (Nusantara), 

satu kesatuan poliik, satu kesatuan 
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sosial budaya (Bhinneka Tunggal 

Ika), satu kesatuan pertahanan dan 

keamanan, satu kesatuan ekonomi 

dan satu kebijakan nasional dalam 

ari pemerataan pembangunan 

dengan hasil-hasilnya yang 

mencakup seluruh aspek kehidupan 

nasional. Wawasan Nusantara 

ini berfungsi sebagai pedoman, 

pendorong (moivasi) serta sebagai 

batasan dalam menentukan 

kebijakan yang berkaitan 

dengan ekonomi bangsa dan 

pencapaian cita-cita Negara yaitu: 

Kesejahteraan. Wawasan Nusantara 

ini berorientasi pada kepeningan 

rakyat dan wilayah Indonesia secara 

utuh dan menyeluruh. isi Wawasan 

Nusantara tercermin dalam 

perspekif kehidupan manusia 

Indonesia melipui hal sebagai 

berikut:4

1. Cita-cita bangsa Indonesia 

tertuang di dalam Pembukaan 

UUD 1945 yang menyebutkan :

a. Negara Indonesia yang 

merdeka, bersatu, 

berdaulat, adil dan makmur.

b. Rakyat Indonesia yang 

berkehidupan kebangsaan 

yang bebas.

4 Sri Widayai, 2009, Wawasan 
Nusantara,Jakarta, CV Pamularsih, h.33.

c. Pemerintahahn Negara 

Indonesia meindungi 

segenap bangsa Indonesia 

dan seluruh tumpah darah 

indonesia dan untuk 

memajukan kesejahteraan 

umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa, dan ikut 

melaksanakan keteriban 

dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian 

abadi dan keadilan sosial.

2. Asas keterpaduan semua aspek 

kehidupan nasional berciri 

manunggal, utuh menyeluruh 

melipui hal-hal berikut:

a. Satu kesatuan wilayah 

Nusantara yang mencakup 

daratan perairan dan 

dirgantara secara terpadu.

b. Satu kesatuan poliik, dalam 

ari satu UUD dan poliik 

pelaksanaannya serta 

satu ideologi dan idenitas 

nasional.

c. Satu kesatuan sosial-

budaya, dalam ari satu 

perwujudan masyarakat 

Indonesia atas dasar 

‘Bhnneka Tunggal Ika’, satu 

terib sosial dan satu terib 

hukum.
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d. Satu kesatuan ekonomi 

dengan berdasarkan atas 

usaha bersama dan asas 
kekeluargaan dalam 
satu sistem ekonomi 
kerakyatan.

e. satu kesatuan pertahanan 

dan keamanan dalam 

satu system terpad, 

ayitu sistem pertahanan 

keamanan rakyat semesta 

(Sishnkamrata).

f. satu kesatuan kebijakan 

nasional dalam ari 

pemerataan pembangunan 

dan hasil-hasilnya yang 

mencakup kehidupan 

nasional.

B.4. Ketahanan Nasional         

Pancasila sebagai paradigma 

Ketahanan Nasional; Ketahanan 

Nasonal menurut visi Pancasila , 

adalah Ketahanan Mental Spiritual, 

ditambah fungsi insitusional-

prakikal serta fungsi material-

teknologikal5. Ketahanan Nasional 

merupakan konsep dasar 

yang mendampingi Wawasan 

Nusantara, karena kedua nya saling 

5 Aliansi Kebangsaan-Suluh Nuswantara 
Baki,  2019, Menggalang Ketahanan 
Nasional, Jakarta, PT Kompas Media 
Nusantara, h. xxiii.

mendukung sebagai pedoman 

dalam penyelenggaraan kehidupan 

berbangsa dan bernegara serta 

meng-kondisikan agar tujuan Negara 

dapat tercapai, sehingga Negara 

menjadi semakin berkembang 

dan jaya. Menimbulkan sikap dan 

rasa untuk lebih memeningkan 

kepeningan bangsa dan negara 

di atas kepeningan pribadi/

kelompok, sehingga imbul 

semangat kebangsaan yang selalu 

cinta tanah air. Kesadaran akan 

ragam budaya,  ragam ciri khas 

daerah, merupakan modal dasar 

bagi bangsa Indonesia untuk turut 

berparisipasi dalam pembangunan 

ekonomi agar supaya terwujud 

kemakmuran yang merata dengan 

hasil yang maksimal. Ketahanan 

Nasional bisa dicapai apabila bangsa 

Indonesia mampu mengembangkan 

keuletan, ketangguhan dan 

keunggulan di bidang budaya dan 

peradaban, dengan kemampuan 

membudayakan nilai-nilai 

Pancasila. Akan tetapi, jika dikaji 

lebih mendalam, maka yang 

menjadi penyebab dari terkikisnya 

kewibawaan Negara diakrenkan 

adanya penurunan wawasan 

kebangsaan, karena terlalu fokus 

pada poliik kekuasaan, kemudian 
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lemahnya penjabaran ideologi 

Pancasila dalam sistem poliik, sosial 

budaya, pertahanan dan keamanan, 

dan dalam perekonomian, sehingga 

pembangunan ekonomi untuk 

mencapai tujuan negara : masyarakat 

adil, makmur, aman, sentosa 

berdasarkan Pancasila, belum dapat 

terwujud. Di samping itu, lemahnya 

legislasi akibat berbagai gejolak 

poliik mempengaruhi pencapaian 

kemakmuran, hal ini juga idak 

terlepas dari faktor lingkungan 

kehidupan bangsa Indonesia, 

dengan kondisi geograisnya, 

bersama dengan faktor geopoliik 

dan geostrategis dari negara-negara 

adikuasa, menyebabkan imbulnya 

berbagai Ancaman, Tantangan, 

Hambatan dan Gangguan (ATHG) 

bagi integritas dan kelangsungan 

hidup bangsa yang sedang 

mengupayakan pencapaian cita-cita 

dan tujuan negara                  

Pembangunan Ketahanan 

Nasional yang tangguh, dipengaruhi 

iga faktor penentu, yaitu : 6 1). 

faktor manusia pelaku budaya 

yang memiliki mindset selaku 

penjuru dalam menjalani kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Inilah 

ranah mental-spiritual; 2). faktor 

6 Ibid, h. 13. 

kelembagaan mencakup organisasi, 

sistem manajemen, peraturan 

perundangan, dan kebijakan publik 

yang diterbitkan oleh organisasi. 

Inilah ranah insitusional-poliikal; 

3). faktor infrastruktur dan 

perangkat keras pendukung untuk 

menghasilkan produk dengan nilai 

tambah inggi yang dihasilkan 

bangsa, dengan memanfaatkan 

ilmu pengetahuan dan teknologi 

inggi yang dikuasainya. Inilah ranah 

material-teknologikal.

Ketahanan Nasional yang 

tangguh di semua aspek ini 

merupakan prasyarat (condiio sine 

qua non) untuk mencapai cita-cita 

dan tujuan negara.  

B.5. ATHG Terhadap 

Ketahanan  Ekonomi 

Nasional.

Upaya pengembangan kemampuan 

material-tekonologikal sebagai 

upaya utama yang perlu dilakukan 

untuk memperkuat ketahanan 

ekonomi nasional, dengan 

memperkuat sektor produksi untuk 

mendukun ertumbuhan ekonomi 

nasional yang berkelanjutan. 

Strategi penguasaan teknologi dan 

industrialisasi merupakan ujung 

tombak pembangunan sektor 
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produksi, sehingga dukungan dari 

Bappenas melalui lembaga-lembaga 

Litbang nya untuk menyusuan 

rencana startegis penguasaan 

teknologi merupakan upaya 

membangun ketahanan nasional 

dalam menghadapi ATHG di masa 

depan.

Sedangkan ketahanan 

konsitusional bangsa, perlu 

segera di benahi, agar kebijakan 

publik yang dihasilkan tetap idak 

terlepas dari ‘roh’Pembukaan 

UUD 1945 dan ideologi Pancasila, 

melalui kerjasama kementerian-

kementerian yang terkait untuk 

menyepakai suatu Garnd Strategy 

nasional, sebagai pengembangan 

insitusional-prakikal. Sedangkan 

pengembangan mental para 

penentu kebijakan bersedia 

megalahkan ‘ego sektoral’ masing-

masing untuk menghasilkan satu 

kebijakan publik yang tepat dan 

inal, sebagai perubahan mental-

spiritual. 

B.6. Sistem Ekonomi 

Pancasila.

Visi dari Sistem Ekonomi Pancasila 

(SEP), adalah terwujudnya 

kesejahteraan umum. Adapun 

kesejahteraan umum mengandung 

dua unsur sebagai berikut7 : pertama, 

kemakmuran bersama seluruh 

rakyat, bukan kemakmuran orang 

perorang; kemakmuran bersama 

seluruh rakyat adalah terpenuhinya 

materi dan non-materi; keutuhan 

materi sebagai syarat utama 

dimaksudkan agar idak ada warga 

negara yang hidupnya terlantar 

(kebutuhan primer terpenuhi) serta 

dapat memberikan peluang kepada 

mereka yang mampu untuk meraih 

kehidupan yang lebih baik. Kedua, 

kemandirian bangsa guna menjamin 

keberlanjutan terwujudnya 

kesejahteraan umum.; kemandirian 

bangsa juga merupakan wujud 

dari kedaulatan ekonomi bangsa 

adalah kemampuan dan kekuatan 

tawar-menawar yang besar dari 

bangsa agar dapat bermitra selaras 

dengan bangsa-bangsa lain. Adanya 

suatu kemitraan yang selaras 

akan mengurangi ketergantungan 

perekonomian antara satu bangsa 

dengan bangsa lain dan sebaliknya 

memperkuat saling ketergantungan 

perekonomian antar bangsa.8 

      

7 Subiakto Tjakrawerdaja, dkk, 2019,  
Sistem Ekonomi Pancasila,, Jakarta, PT 
RajaGraindo, h.92.
8 Ibid ,h.93. 
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Ciri-ciri Pokok SEP, adalah 

adanya pengaturan negara di bidang 

ekonomi dengan penguasaan dan 

pengelolaan sumber daya alam oleh 

para pelaku ekonomi dalam

rangka mewujudkan 

kemakmuran maksimal bagi seluruh 

rakyat. Konsep ‘hak menguasai’ , 

adalah9:

mengatur, menyelenggarakan 

peruntukan, penggunaan, 

persediaan, dan pemeliharaan 

bumi, air dan ruang angkasa ;

menentukan dan mengatur 

hubungan-hubungan hukum 

antara orang-orang dan perbuatan-

perbuatan hukum mengenai bumi, 

air dan ruang angkasa.Unsur 

kebersamaan / unsur kekeluargaan 

tersebut ada pada iap hak atas 

sumber daya, karena semua hak 

milik, baik langsung maupun idak 

langsung bersumber pada ‘hak 

negara’, yang berari walaupun hak 

milik perorangan diakui, kemudian 

dibutuhkan oleh negara, maka 

harus mendahulukan kepeningan 

umum daripada kepeningan 

pribadi, sehingga hak milik tersebut 

dikembalikan kepada negara,   

dengan kompensasi yang layak dan 

wajar. Pengaturan ekonomi dalam 

9 Ibid, h.95. 

SEP, dilakukan melalui mekanisme 

pasar yang bercirikan keadilan, 

pasar yang mampu memadukan 

para pelaku ekonomi dengan 

kemitraan yang selaras, sehingga 

terjadi interaksi dan interelasi 

dari para pelaku ekonomi yang 

terpadu, salqking menguntungkan, 

saling memperkuat dan saling 

menghidupi untuk mewujudkan 

kesatuan ekonomi dalam negara 

yang berdasarkan Pancasila. 

Perekonomian yang diabngun 

ini mengunakan instrumen 

pemerintah, dengan sistem 

ekonomi terpimpin, dan idak 

ada dominasi ekonomi, sehingga 

semua usaha berjalan bersama, 

hidup maju sejajar, berkembang 

bersama. Ciri-ciri pokok ini dapat 

dijabarkan sebagai berikut : seiap 

warga negara memiliki pekerjaan 

yang produkif dan memperoleh 

pendapatan yang adil bagi 

kehidupan kemanusiaan yang layak; 

seiap warag negara berparispasi 

secara total dalam pembangunan 

ekonomi, sebagai perwujudan dari 

demokrasi ekonomi. Ciri-ciri ini 

diatur dalam         Pasal 27 ayat (2) 

, Pasal 33 dan Pasal 34 UUD NRI 

1945. Gagasan demokrasi ekonomi 

menyatakan bahwa produksi harus 
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dikerjakan dari, oleh, dan untuk 

semua, dibawah pimpinan anggota 

masyarakat. Hak dan kewajiban 

warag negara ini, adalah ikut 

serta dalam proses pembangunan 

ekonomi nasional, sejak awal hingga 

tampak hasilnya, parisipasi ini 

berbentuk akivitas ekonomi yang 

selaras dengan arah dan tujuan 

Negara, yang adalah mewujudkan 

kemakmuran yang maksimal bagi 

seluruh rakyat. Pengelolaan sumber 

daya alam dengan melibatkan 

segenap komponen masyarakat, 

dalam SEP dibagi dalam iga jenis 

kepemilikan, yaitu10 : 1) kepemilikan 

individu sebagai warga negara 

; (2) kepemilikan komunal; (3) 

kepemilikan negara. Pengaturan 

negara terhadap pemilikan sumber 

daya ekonomi oleh pelaku ekonomi, 

dengan penetapan tata peran pelaku 

ekonomi dalam menguasai dan 

  mengelola sumber daya alam yang 

berdasarkan ciri dan visi masing-

masing pelaku ekonomi tersebut. 

Pelaku ekonomi itu adalah : (1) 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

; (2) Koperasi; (3) Perusahaan 

Swasta. Parisipasi total masyarakat 

tersebut diwadahi dalam lembaga 

usaha BUMN, Koperasi dan swasta, 

10 Ibid, h.100.

dengan dilandasi jiwa dan semangat 

kekeluargaan (gotong royong) yang 

merupakan nilai asar Pancasila, 

harus menjadi pedoman dalam 

interaksi dan interelasi di antar 

semua pelaku ekonomi, sehingga 

tercipta insitusi pasar berkeadilan 

yang mampu mendorong laju 

pertumbuhan ekonomi dalam 

keterpaduan  dan keselarasan 

peran yang maksimal sesuai 

ciri dan visinya untuk mencapai 

keunggulan yang kompeiif. Kondisi 

pasar yang berkeadilan inilah yang 

mampu menciptakan pertumbuhan 

ekonomi yang merata. Insitusi pasar 

yang berkeadilan ini merupakan 

unsur mekanisme penyelenggaraan 

kegiatan ekonomi dalam SEP. 

Adapun koperasi di Indonesia, 

merupakan soko guru ekonomi 

rakyat, idbentuk berdasarkan 

asas kekeluargaan, karena 

masyarakat yang relaif sejahtera 

mampu mendorong/membantu 

dengan bergotongroyong, untuk 

meningkatkan pendapatan dan 

kesejahteraan masyarakat yang 

miskin. Koperasi mempunyai 

peran untuk membangun kegiatan 

ekonomi yang menyangkut hajat 

hidup orang banyak, dan  memilik 

jaringan usaha yang eisien dan 
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berdaya saing global untuk dapat     

menguasai ekonomi rakyat, dan 

keseluruhannya itu adalah untuk 

meningkatkan kesejahteraan 

seluruh anggota koperasi. BUMN 

sebagai soko guru dalam kegiatan 

ekonomi, mempunyai peran 

untuk menjamin tersedia dan 

terjangkaunya kebutuhan ekonomi 

yang menyangkut hajat hidup orang 

banyak. BUMN lah yang berperan 

untuk melakukan stabilisasi pasar. 

Sedangkan swasta diharapkan 

menjadi penggerak pertumbuhan 

ekonomi serta pemerataan 

kesempatan kerja. Di samping itu, 

perusahaan swasta diharapkan 

dapat meningkatkan keunggulan 

daya saing perekonomian 

nasional melalui kemitraan yang 

selaras dengan koperasi dan 

BUMN. Kemudian, negara harus 

mengembangkan suatu sistem 

jaminan  sosial, dengan parisipasi 

total dari seluruh rakyat untuk 

mewujudkan keadilan sosial, dan 

pemenuhan dari Pasal 34 UUD NRI 

1945. Perumusan SEP dalam UUD 

NRI 1945 mempunyai makna yang 

strategis, karena tujuan SEP adalah 

untuk memajukan kesejahteraan 

umu seperi yang termaktub  dalam 

Alinea 4 - Pembukaan UUD NRI 

1945. Kesejahteraan umum/sosial 

ini memiliki dua pilar utama, yaitu : 

adanya jaminan sosial bagi seluruh 

rakyat yang hanya dapat dicapai 

dengan adanya pertumbuhan 

ekonomi yang merata, dan 

sebaliknya pertumbuhan ekonomi 

yang merata hanya dapat dicapai 

secara berkesinambungan apabila 

jaminan sosial telah terselenggara 

dengan baik, sehingga terjadi 

peningkatan kualitas sumber daya 

manusia Indonesia, yang mampu 

bersaing dalam ranah perekonomian 

global.

B.7. Ekonomi Politik 

Pancasila 

Kesejahteraan masyarakat menjadi 

sangat pening untuk diutamakan, 

karena masyarakat yang sejahtera 

cenderung memiliki produkivitas 

yang inggi, begitu juga sebaliknya; 

Negara yang memiliki masyarakat 

yang sejahtera, maka ingkat 

kreaivitas yang dihasilkan oleh 

bangsa tersebut akan tergolong 

inggi.11 Oleh karena itu, perlu 

pengkajian kembali tentang 

konsep pembangunan yang 

dilakukan selama kemerdekaan 

11 Irham Fahmi, 2020,  Dasar-Dasar 
Perekonomian Indonesia, Jakarat, PT 
RajaGraindo, h. 180.
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ini,  apakah telah mewujudkan 

cita-cita dan tujuan negara 

(yaitu : kesejahteraan umum), 

melalui instrumen-inetrumen 

yang ada dalam masyarakat. 

Ada iga sasaran pening dalam 

pembangunan yaitu : kemiskinan, 

keimpangan / kesenjangan sosial 

dan pengangguran; di samping itu 

juga perlu adanya keseimbangan 

(balance) dalam pemerataan 

kesejahteraan, sehingga keadilan 

sosial dapat terwujud. Konsep 

pembangunan ini sangat bergantung 

pada kebijakan poliik dalam 

perekonomian. Berkembangnya 

model perekonomian kapitalis 

di sertai juga dengan goyahnya 

perekonomian karena terjadi 

krisis ekonomi, sehingga terjadi 

peningatan pengangguran, yang 

otomais diikui peningkatan  

keimpangan dan kemiskinan. 

Pemerintah harus berupaya keras 

untuk melakukan pengetatatn 

penegluaran di berbagai bidang 

untuk mendukung pembangunan, 

sebagaimana yang dikemukana 

oleh Mubyarto dalam buku Irham 

Fahmi12 : “posiive economic growth 

is not going to be sustainable if it 

is enirely induced by consumpion 

12 Ibid,  h. 183.

expenditures (households of 

government)”.

Parisipasi total dari rakyat 

sangatlah diperlukan dalam 

melaksanakan pembangunan. 

Pembangunan masih terfokus pada 

pembangunan teknologi dan sarana 

infrastruktur, khususnya didaerah 

pedesaan, harus lebih diutamakan, 

karena masyarakat Indoensia lebih 

banyak yang inggal di pedesaan, 

sehingga sebenarnya dapat 

dikatakan bahwa kekuatan ekonomi 

rakyat ada di pedesaan.  Banyaknya 

lahan pertanian yang dijadikan 

perumahan, karena dekat dengan 

akses jalan, sehingga diperlukan 

suatu kebijakan poliik untuk 

mempertahankan lahan pertanian 

yang dekat dengan akses jalan, 

antara lain larangan mendirikan 

perumahan dan pertokoan di 

atas lahan pertanian. Diperlukan 

kebijakan untuk pengembangakn 

teknologi khusus pertanian, 

termasuk peneliian-peneliian 

dalam rangka pengembangan 

varian-varian tanaman pangan 

yang berkualitas inggi, sehingga 

ketahanan pangan akan dapat 

diwujudkan. 

Salah satu bentuk konkrit 

dari kebijakan pemerintah adalah: 
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dana aplikasi desa yang diberikan 

pada seiap desa, sehingga desa 

mempekerjakan masyarakat 

desanya untuk membangun jalan, 

parit, dan berbagai sarana desa 

yang diperlukan, dan masyarakat 

desa mendapatkan pekerjaan di 

desanya sendiri, tanpa perlu urban 

ke kota, walaupun kota mempunyai 

daya tarik tersendiri bagi para 

urban. Mengenai ‘kota’ ada konsep  

tentang kota;  kota memiliki iga 

bentuk kota, yaitu :13  1). kota 

monosentrik (monocentric city); 

2). kota koridor (coridor city); 3). 

kota jaringan (network city). Kota 

monosentrik ini meniikberatkan 

pada aglomerasi berbagai unsur 

masyarakat dalam suatu tempat 

yang idak besar utuk memudahkan  

komunikasi dan transportasi; 

sedangkan kota koridor adalah 

kota yang menjadi penghubung 

antara kota yang satu dengan yang 

lain, dan kota jaringan menjadi 

suatu bentuk yang diutamakan 

karena dengan terintegrasinya 

jaringan akan mempermudah akses 

pembangunan di segala bidang.

Usaha pemerintah dalam 

mempercepat pembangunan 

untuk mewujudkan pemerataan 

13 Ibid, h. 197.

pembangunan infrastruktur di seiap 

daerah, mengupayakan pembiayaan 

sarana infrastruktur sebagai proyek 

strategis nasional. Melalui konsep 

desentralisasi kekuasaan poliik, 

terbentuk otonomi daerah, yang 

telah membawa banyak perubahan 

pada pembangunan daerah, karena 

daerah memiliki kebebasan dalam 

menentukan arah pembangunan 

ekonominya, dengan kebijakan-

kebijakan yang dilakukan. Arah 

pembangunan ekonmi ini idak 

terlepas dari Sistem Ekonomi 

Pamcasila. Kekuasaan ekonomi 

poliik ini idak keluar dari koridor 

Sila-Sila Pancasila, terutama Sila 

kelima : Keadilan Sosial Bagi Seluruh 

Rakyat Indonesia. Acuan pembuatan 

perangkat aturan otonomi daerah 

harustetap mengacu pada konsep 

awal dari visi otonomi daerah, 

yang berdasarkan dimensi poliik, 

dimensi ekonomi, dimensi sosial 

dan dimensi budaya.14 

Pelaksanaan pembangunan 

nasional haruslah di sesuaikan 

dengan situasi dan kondisi, yaitu: 15 

1). stabilitas nasional yang sehat dan 

dinamis; 2). pertumbuhan ekonmi 

14 Ibid, h. 219.
15 Aliansi Kebangsaan-Suluh Nuswantara 
Baki,  2019, Menggalang Ketahanan 
Nasional, Jakarta, PT Kompas Media 
Nusantara, h. 3.
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yang cukup inggi; 3). pemerataan 

pembangunan menuju keadilan 

sosial.

Para penentu kebijakan 

(pemerintah) dituntut untuk dapat 

megintegrasikan seluruh ranah 

kehidupan bangsa yang ada, di 

dalam mengambil suatu keputusan 

poliik (poliical will), yang 

mengutamakan kepeningan rakyat, 

khususnya dalam  

pembangunan ekonomi 

yang kuat dan maju serta mampu 

bersaing. Sistem perekonomian 

sebagai usaha bersama berdasarkan 

asas kekeluargaan, dengan 

mengutamakan kepeningan 

negara dan bangsa, sehngga 

tercapai kesejahteraan rakyat yang 

berkeadilan. Adanya perkembangan 

teknologi yang meningkatkan 

kualitas/kemampuan bangsa 

dalam menyelenggarakan industri 

nasional untuk menghasilkan 

produk nilai-tambah inggi, 

mendukung pertumbuhan 

ekonomi yang inggi dan 

berkelanjutan demi kemakmuran 

bangsa dan kesejahteraan rakyat 

yang berkeadilan. Sedangkan 

pengembangan budaya dan 

peradaban yang menghasilkan 

karya, merupakan salah satu tolok 

ukur kemajuan peradaban bangsa.          

Negara dan Kemandirian 

Ekonomi

Proses pembangunan ekonomi 

Negara Indonesia harus berpijak 

pada kekuatan sendiri dan idak 

tergantung pada kekuatan dari luar, 

inilah yang disebut kemandirian. 

Kemandirian ini tercantum dalam 

Pasal 33 ayat (4) UUD 1945; suatu 

negara yang memiliki kemandirian 

ekonomi menyebabkan negara 

tersebut idak tergantung pada 

impor, karena telah mampu 

memproduksi sendiri dengan 

kekuatan sumber daya alamnya. 

Syarat pertama ekonomi adalah 

bahwa seiap output yang dihasilkan 

harus dengan biaya produksi 

serendah mungkin; syarat ini yang 

disebut eisiensi produkif.16 Di 

samping itu, sumber daya  yang 

ada haruskan diarahkan kepada 

barang dan jasa yang dibutuhkan 

oleh konsumen, sehingga eisiensi 

produkif dapat dilakukan.

Berdasarkan hal ini, maka 

dibutuhkan keputusan yang bersifat 

ekonomi poliik yang mampu 

menyelesaikan masalah ekonomi, 

sekaligus membangun kemandirian 

16 Ibid, h. 269.
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ekonomi. Seiap negara berkembang 

selalu berusaha menuju kepada 

pertumbuhan ekonomi seperi pada 

negara maju, yang telah mandiri 

dalam ekonomi. Prof Kaldor 17 

mengatakan bahwa pertumbuhan 

ekonomi seperi pada negara maju 

ini, dipengaruhi oleh enam faktor, 

yaitu:

1. Laju pertumbuhan output 

nyata per jam-orang cukup 

konstan selama periode jangka 

panjang. Dengan kata lain, laju 

pertumbuhan output dan input 

buruh tetap konstan sepanjang 

waktu;

2. Laju pertumbuhan stok 

modal cukup konstan tetapi 

lebih besar daripada laju 

pertumbuhan tenaga kerja. 

Dengan demikian, rasio modal-

buruh meningkat sepanjang 

waktu;    

3. Laju pertumbuhan stok modal 

dan laju pertumbuhan output 

nyata adalah hampir sama . 

Jadi rasio modal-ouput tetap 

dan idak menunjukkan 

kecenderungan yang pasi 

sepanjang waktu;

17 Irham Fahmi,  2020, Dasar-Dasar 
Perekonomian Indonesia, Jakarta, PT 
RajaGraindo, h.270.

4. Tingkat keuntungan, yang 

dideinisikan sebagai rasio 

keuntungan (P) terhadap stok 

modal (K), cukup konstan dalam 

jangka panjang. Dengan rasio 

modal-output yang konstan, 

berari sumbangan buruh, dan 

modal di dalam out[it nasional 

relaif konstan;

5. Laju pertumbuhan output per 

orang dapat berubah secara 

mencolok dari satu negara ke 

negara lainnya;

6. Perekonomian yang peranan 

keuntungan di dalam 

pendapatannya besar 

cenderung memiliki rasio 

investasi yang inggi terhadap 

output.

Berdasarkan enam faktor 

yang dikemukakan oleh Kaldor 

tersebut, maka suatu perekonomian 

dikatakan telah ‘mantap’, apabila 

output, kesempatan kerja, dan 

stok modal yang tumbuh secara 

signiikan, dengan rasio modal 

yang konstan. Pertumbuhan 

ekonomi yang mantap ini dikui laju 

pertumbuhan pendapatan total dan 

laju pertumbuhan per kapita adalah 

konstan dengan perkembangan 

penduduk.
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Bagi negara berkembang 

seperi Indonesia yang demokrais, 

sering terjadi perbenturan pendapat 

antara para pakar ekonomi dengan 

kaum poliisi, dalam menetapkan 

suatu kebijakan ekonomi; menurut 

kaum poliisi, ekonom yang baik 

adalah ekonom yang paham tentang 

ekonomi poliik. Pendapat ini dapat 

dibenarkan, asal saja idak terlepas 

dari pemahaman terhadap Sistem 

Ekonomi Pancasila (SEP), seperi 

yang termaktub dalam Alinea empat 

Pembukaan UUD 1945 dan Sila 

kelima Pancasila; jadi seorang pakar 

ekonomi dituntut untuk paham 

kondisi lapangan.

B.9. Globalisasi dan 

Pembangunan Ekonomi

Globalisasi merupakan salah 

satu ancaman terhadap uapaya 

pemerintah untuk mempertahankan 

ingkat kesejahteraan yang telah 

diperjuangkan, walaupun idak 

terbuki secara eksplisit, akan 

tetapi arus globalisasi secara 

implisit merupakan ancaman dalam 

mencapai kesejahteraan masyarakat. 

Globalisasi yang berkaitan dengan 

negara kesejahteraan berari, secara 

langsung menghadapkan proses 

pengambilan kebijakan publik di 

ingkat nasional dengan realitas yang 

ada di ingkat global. 18 Globalisasi 

ini merupakan suatu proses yang 

panjang untuk menuju ke dunia 

kapitalis. sehingga cenderung 

menjadi globalisasi kapitalis. 

Menurut pengerian secara 

umum, ‘globalisasi’ merujuk pada 

penyebaran yang besifat mendunia 

dari berbagai prakik, perluasan 

hubungan-hubungan lintas benua, 

organisasi kehidupan sosial dalam 

skala global, dan tumbuhnya 

kesadaran bersama yang bersifat 

global 19 

Secara umum, globalisasi dapat 

dibagi dalam dua kategori, yaitu : 

yang setuju dengan globalisasi dan 

yang idak setuju terhadap cara 

globalisasi diprakikkan. 

Globalisasi membawa dampak 

pada negara kesejahteraan, karena 

pengambilan kebijakan publik 

berhadapan dengan realitas 

globalisasi, dan juga dipengaruhi 

oleh perkembngan yang terjadi 

di negara lain. Terutama dalam 

pergerakan psaar modal yang 

lebih cepat daripada pergerakan 

tenaga kerja, sebagai dampak 

18 I D.G. Palguna,2019, Welfare State vs 
Globalisasi – Gagasan  Negara Kesejahteraan 
di Indonesia,  Jakarta, PT RajaGraindo,, h.91.
19 Ibid, h.80.
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dari kemajuan teknologi. Keadaan 

ini sangat berpengaruh pada 

kemmapuan negara dalam 

merumuskan kebijakan-kebijakan 

demi tujuan mewujudkan negara 

kesejahteraan. Hal iniun berdampak 

pada  hukum administrasi negara 

yang berkaitan langsung dengan 

dinamika pemerintahan dengan 

segala kompleksitasnya, sekaligus 

harus mampu menciptakan iklim 

yang mampu memenuhi tuntutan 

perkembangan dalam globalisasi ini, 

tanpa meninggalkan ciri khas negara 

sendiri. Globalisasi adalah suatu hal 

baru, sednagkan konsitusi suatu 

negara adalah suatu yang sudah 

ada sebelum globalisasi, sehingga 

implementasi nya melalu peraturan 

perundang-undangan dan kebijakan 

yang bermuatan ciri khas negara 

dengan ideologi yang dsepakai dari 

awal pendirian negara.

B.10. Membangun 

Perilaku Wirausaha 

(Entrepreneur) 

Suatu pembangunan akan 

dikatakan seimbang apabila 

mencakup juga pembangunan non 

ekonomi, yaitu yang menyangkut 

pengaturan kehidupan sosial dan 

poliik masyarakat. Pembangunan 

untuk sektor non ekonomi ini 

membutuhkan perhaian yang 

cukup, tanpa adanya kestabilan di 

bidang non ekonomi ini, khususnya 

poliik, maka pembangunan secara 

kesleuruhan idak dakan dapat 

berjalan sesuai yang direncanakan. 

Pembangunan menurut Rostow20 

bukan saja mensyaratkan adanya 

perubahan struktur dari dominasi 

sektor pertanian ke arah peningnya 

sektor industri, melainkan jga 

mensyaratkan terjadinya perubahan 

aspek sosial-poliik dan budaya 

berupa hal-hal berikut :

1. Terjadinya perubahan orientasi 

dari insitusi sosial, poliik, 

ekonomi, dari berorientasi ke 

dalam negeri (inward looking) 

menjadi berorientasi ke luar 

negeri (outward looking). 

Tantangan dan peluang bukan 

hanya berlingkup domesik 

tetapi juga berlingkup 

internasional;

2. Terjadinya perubahan orientasi 

penduduk dari beroreintasi 

mempunyai jumlah anak 

banyak menajdi berorientasi 

20 Irham Fahmi, 2020, Dasar-Dasar 
Perekonomian Indonesia, Jakarta,  PT. 
RajaGraindo,  h. 272.
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mempunyai jumlah anak 

sedikit;

3. Terjadinya perubahan 

dalam pola menabung dan 

berinvestasi dari investasi yang 

idak produkif ke arah investasi 

yang produkif (menabung di 

perbanka, meninvestasikan 

pada sektor riil);

4. Terjadinya perubahan orientasi 

dari masyarakat dalam meilih 

pemimpin berdasarkan 

keturunan menjadi 

berdasarkan atas kecakapan 

dengan menekankan 

pada peningnya nilai-nilai 

demokrais;

5. Terjadinya perubahan 

dalam memandang alam, 

dari hambatan menjadi 

tantangan yang mendorong 

perkembangan.

Kemajuan suatu bangsa 

dipengaruhi oleh perubahan-

perubahan tersebut, terutama 

di dalam melakukan invasi dan 

kreaivitas di sektor produksi, karena 

inovasi produk sangat diperlukan 

dalam perkembangan ekonomi, 

seiring dengan globalisasi ini. Akan 

tetapi, pembangunan ekonomi 

ini tetap harus memperhaikan 

perkembangan non ekonomi yang 

menjadi dasar dari perekmbangan 

ekonomi tersebut.

Menurut M.L.Jhingan 21, inovasi 

dapat terdiri dari :

1. Pengenalan barang baru;

2. Pengenalan metode produksi 

baru;

3. Pembukaan pasar baru;

4. Penguasaan sumber 

penawaran baru bahan mentah 

atau barang semi manufaktur, 

dan

5. Pembentukan organisasi baru 

pada seiap industri seperi 

penciptaan monopoli.

Ilmu yang mengkaji tenang 

pengembangan dan pembangunan 

semangat inovasi dan kreaivitas 

ini telah diberikan pada pendidikan 

ingi melalui mata kuliah 

Kewirausahaan, akan tetapi tetap 

bergantung pada semangat pribadi 

yang berani mengambil resiko dan 

siap mental apabila belum berhasil 

dalam mengembangkan usaha 

inovaif tersebut. Pribadi yang 

menjalani proses pengembangan 

diri sekaligus usaha kreaif ini, 

haruslah memiliki kesabaran dalam 

21 Ibid.
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menjalan seiap proses menuju 

keberhasilan tersebut. Belajar dari 

kegagalan dan kesalahan, akan lebih 

berari dalam penegmabnagna 

daya kreaivitas dan inivaif 

dalam pengembangan usaha. 

Wirausahawan atau yang lebih 

dikenal : ‘wiraswasta’ ini, berasal 

dari bahasa Sansekerta :  terdiri dari 

iga kata : wira - swa - sta; masing-

masing berari : wira adalah manusia 

unggul, teladan, berbudi luhur, 

berjiwa besar, berani, pahlawan/

pendekar kemajuan, dan memiliki 

keagungan watak; swa arinya : 

sendiri ; dan sta arinya : berdiri.22 

Akan tetapi semangat berinovasi 

dan berkreasi ini juga dimanfaatkan 

oleh para poliikus, sehingga yang 

terjadi adalah : ‘berbisnis sambil 

berpoliik dan berpoliik sambil 

berbisnis’, sehingga aturan-aturan 

yang dibutuhkan, diterbitkan hanya 

untuk mempercepat keberhasilan 

pribadi atau sekelompok orang 

saja. Perkembangan ekonomi 

melalui pembangunan bisnis seiap 

wiraswasta tersebut, dengan 

pergeseran ekonomi ke globalisasi, 

maka membuka peluang atau 

kesempatan bagi wiraswastawan/

wirausahawan yang berkeinginan 

22 Ibid, h.275.

menguasai pangsa pasar dunia, 

menjadi ebih termoivasi. 

Pembangunan bisnis melalui pasar 

global menjadi suatu tantangan 

besar yang harus dihadapi, sehingga 

diperlulan untuk emempelajari 

strategi-strategi dalam megatasi 

kesulitan-kesulitan yang ada.

Oleh karena itu, menurut 

Thomas W. Zimmerer dan Norma 

M. Scarbrough mengatakan : 23 

Perusahaan kecil yang telah berhasil 

memperluas diri ke dalam pasar luar 

negeri cenderung untuk bergantung 

pada strategi-strategi berikut :

1. Menelii pasar luar negeri 

secara menyeluruh;

2. Memfokuskan diri pada satu 

negara tunggal pada awalnya;

3. Menggunakan sumber daya 

pemerintah yang dirancang 

untuk membantu perusahaan 

kecil dalam memantapkan 

keberadaannya di pasar 

internasional;

4. Membangun aliansi dengan 

mitra setempat.

Pendapat ini memberikan 

suatu penekanan pada pemerintah 

untuk lebih memperhaikan 

perkembangan para pengusaha 

`23 . Ibid,  h.279.
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muda, agar mampu memberikan 

pengaruh dalam perkembangan 

ekonomi negara, sekaligus 

mempengaruhi wibawa poliik 

Negara di dunia internasional.

C. Penutup

Keberhasilan pembangunan yang 

dilaksanakan pada saat ini, telah 

memberikan suatu kebanggaan 

pada Indonesia dengan menerima 

penghargaan-pengharagaan  dari 

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), 

mulai dari bidang kesehatan, swa 

sembada beras, kependudukan 

dan pengurangan kemiskinan; oleh 

karena itu, pembangunan ekonomi 

dan non ekonomi untuk menuju 

Negara Kesejahteraan, idak boleh 

terle[as dari Sistem Ekonomi 

Pancasila (SEP), yang secara 

konseptual, menjadi ‘lightstar’ bagi 

proses pelaksanaan pembangunan 

ekonomi nasional serta sebagai 

landasan untuk menghadapi ATHG 

dalam globalisasi, sehingga ciri 

perekonomian (SEP) menjadikan 

negara Indonesia semakin dekat 

dengan cita-cita dan tujuan 

negara yang tertuang dalam 

Alinea empat Pembukaan UUDNRI 

1945. Pendidikan kewirausahaan 

ini hendaknya diiringi dnegan 

pemahaman tentang SEP sebagai 

pengembangan teori ekonomi 

Pancasila sebagai suatu disiplin ilmu 

yang baku dan mendasar. Berbagai 

teori yang berkaitan dengan teori 

ekonomi Pancasila, antara lain: teori 

tentang paham kekeluargaan, teori 

tentang negara kekeluargaan, teori 

tentang manusia Indonesia dan 

teori ekonomi itu sendiri, dipadukan 

menjadi teori ekonomi Pancasila, 

agar supaya pembentukkan karakter 

manusia Indonesia seiring dengan 

pembangunan ekonomi yang meng-

global saat ini.
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